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Keputusan Presidgn Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Bidan
Sebagai Pegawal Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Presidep Nomor 77 Tahun 2000;

Peraturan Presidef Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas,
Eungsi, Susunan (rganisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik
Indonesia, sebagaifnana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 94
Tahun 2008; {

Peraturan Preside* Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-
Pulau Kecil Teriuar

Nomor 1122/Menffes/SKB/1999 dan Nomor NKB/01/1X/1999 tentang
Kerjasama Pembinpan Kesehatan dalam Rangka Pertahanan Keamanan
Negara; :

Keputusan Mente}i Kesehatan Nomor 1207 AIMENKES/SK/VIII/2000
tentang Pendayaguhaan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1199/MEN}§(ES/PERIX/2004 tentang
Pedoman Pengad4an Tenaga Kesehatan dengan Perjanjian Kerja di
Sarana Kesehatan Jlilik Pemerintah;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/MENKES/PER/XI/2005 tentang
Organisasi dan Tga Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri ~ Kesehatan Nomor
1295/MENKES/PERYX11/2007;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/MENKFS/PER/IV/2007 tentang
izin Praktik dan Pelgksanaan Praktik Kedokteran;

Peraturan Menteri Hesehatan Nomor 949/MENKES/PER/VII/2007 tentang
Kriteria Sarana Pefayanan Kesehatan Terpencill dan Sangat Terpencil,
sebagaimana telah {diubah dengan Peraturan Meénteri Kesehatan Nomor
1239/MENKES/PER}XII/2007 tentang Perubahan |Atas Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor P49/MENKES/PER/VII/2007 fentang Kriteria Sarana
Pelayanan Kesehatgn Terpencil dan Sangat Terpericil;

Peraturan Menteri Tsehatan Nomor 1231/MENKES/PER/XI/2007 tentang

Keputusan Bersami Menteri Pertahanan Keamanan dan Menteri Kesehatan

Penugasan Khusus $umber Daya Manusia Kesehatan;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1235/MEN (ES/ISK/XII/2007 tentang
Pemberian Insentif] Bagi Sumber Daya Marusia Kesehatan vyang
Melaksanakan Penugasan Khusus;

Peraturan Menteri Wesehatan Nomor 535/MENKES/PER/VI/2008 tentang
Program Pemberian Bantuan Pendidikan Bagi Pesérta Program Pendidikan
Dokter Spesialis/Ddkter Gigi Spesialis Dalam Rangka Percepatan
Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Medik Spesialistik.

MEMUTUSKAN

. KEPUTUSAN MENTERy KESEHATAN REPUBLIK |tDONES]A TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENUGASAN KHUSUS SUMBER DAYA
MANUSIA KESEHATAN.
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SDM Kesehatan (perencanaanj pengadaan, pendayagunaa;p serta pembinaan dan
pengawasan) serta dukungan organisasi profesi dan pemberdiayaan masyarakat. Untuk
intervensi jangka pendek, selai :
(PTT) tenaga ;medis dan bidag, Menteri Kesehatan telah %mengeluarkan kebijakan
penugasan khusus SDM Kesehatan untuk ditempatkan di fasilitas pelayanan kesehatan
daerah terpencil, sangat terpenci |

melalui kebijakan penempatfan Pegawai Tidak Tetap

tertinggal, perbatasan, pulan-pulau kecii terluar, tidak
diminati, rawan'bencana/mengaligmi bencana dan konflik sosié\l. Penugasan khusus ini
ditujukan untuk pemenuhan kebutlihan fasilitas pelayanan kesel'égatan terutama akan jenis
tenaga kesehatan tertentu dalam ngka waktu tertentu. Menginéat tidak mudah merekrut
SDM Kesehatan untuk ditempatkdn di daerah tersebut serta pezntingnya kesinambungan

dalam pelaksanaannya, maka dipeflukan adanya pedoman pelakéanaan.

Tujuan

2.1. Tujuan Umum
Pedoman ini disusun dengan jujuan sebagai acuan bagi séluruh pihak yang terkait
dalam pelakéanaan penempatan SDM Kesehatan melalui penigasan khusus di daerah
terpencil, sangat terpencil, tetinggal, perbatasan, pulau-plilau kecil terluar, tidak
diminati, rawan bencana/mengdiami bencana dan konflik sosidl.
2.2. Tujuan Khusus
a. Sebagai acuan dalam mefencanakan kebutuhan SDM Kesehatan berdasarkan
jenis, kualifikasi dan jumlahjserta menentukan lokasi dan jenis fasilitas pelayanan
kesehatan untuk masa penggasan tertentu.
b. Mengatur mekanisme pelak§anaan baik secara teknis maupun administrasi disertai
kejelasan hak dan kewajibar] para pihak yang terkait.

¢. Sebagai acuan dalam pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian

serta pelaporan.

Ruang Lingkup

Isi pedoman ini mencakup :

1. Penugasan Khusus SDM Kesdhatan;

2 Pengelolaad Program Penugagan Khusus SDM Kesehatan;

3 Penugasan khusus Dokter Spé¢sialis/Residen Senior; ;
4, Pembinaan, Pengawasan, Perfgendalian, dan Pelaporan; i
5. Penutup.
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Daerah séngat terpencil addlah daerah yang sangat sulit é;iijangkau karena berbagai
sebab sep;erﬁ keadaan geogyafis (kepulauan, pegunungan,%daratan, hutan dan rawa),
transporta%si dan sosial budaya.
Daerah tiertinggal adalah |daerah kabupaten yang re!:;atif kurang berkembang
dibandingé{an daerah lain dafm skala nasional dan berpen%!uduk relatif tertinggal.

Daerah pérbatasan negarafadalah daerah dalam wi!aya|§1 NKR! yang berbatasan

|

langsung %dengan wilayah lkedaulatan negara tetangga; baik perbatasan darat
maupun Iéut, Perbatasan darat yaitu perbatasan sepan%ang garis batas daerah
(kabupateéi/kota/kecamatan) dan entry point, sedangkan‘ perbatasan laut adalah
Kabupatenleota vang memgunyai wilayah {aut yang berbatasan langsung dengan

negara teténgga dan cluster pulau-pulau kecil disekitar 92 pulau kecil terluar.

Pulau-pulal kecil terluar adglah pulau dengan luas area kurang atau sama dengan
2000 km? iyang memiliki titi§ dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis
pangkal laut kepulauan sesugi dengan hukum internasional éian nasional.

Daerah rawan bencana danj konflik sosial adalah daerah{yang sering mengalami
bencana a?am dan konflik gosial sehingga menyebabkan terganggunya kegiatan
pembangur§ an sosial dan ekohomi.
Daerah yang tidak diminati agalah daerah yang selalu tidak |menjadi pilihan bertugas

bagi tenaga kesehatan atau daerah yang tidak memiliki tehaga kesehatan dengan
berbagai sebab.

Lembaga %wadaya masyardkat adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh
peroranganéataupun sekelomiok orang yang secara sukarelz memberikan pelayanan
kepada maéyarakat. ‘
Kontrak adalah perikatan antafa pengguna barang/jasa deng%n penyedia barang/jasa
dalam pelal%?sanaan pengadaah barang/jasa.

Pengadaani jasa adalah iatan pengadaan jasa yang dibiayai dengan
APBN/APB[E?, baik yang dilaksanakan secara swakelo|ain

jasa/kontrak!

aupun oleh penyedia

Fasilitas peéayanan kesehataij adalah suatu alat dan/atau fempat yang digunakan
untuk menyée!enggarakan up}ya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif,
kuratif mauf?un rehabilitatif ygng dilakukan oleh pemerintgh, pemerintah daerah,
dan/atau ma%yarakat.

Alat kesehatan adalah instrymen, aparatus, mesin dan/a?au implan yang tidak
menganduné obat yang digungkan untuk mencegah, mendiai nosis, menyembuhkan
dan meringénkan penyakit, ferawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada

manusia, dan/atau membentuk|struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
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Perbekalan kesehatan adabh semua bahan dan peralatéan yang diperlukan untuk
menyelenégarakan upaya k¢sehatan.

Sediaan férmasi adalah obat bahan obat, obat tradisional, é:lan kosmetik.

Rumah S?kit Bergerak (Mogile Héspix‘al) adalah fasilitas hiesehatan yang siap guna
dan bersifgt sementara dalag jangka waktu tertentu dan dépat dipindahkan dari satu
lokasi ke lokasi lain di daerah tertinggal, terpencil, kepu!auajn dan daerah perbatasan

dalam rangka penyelenggpraan kegiatan upaya kesehatan perorangan yang

dilaksanakan selama 24 j melalui pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat
darurat/pelayanan darurat dan pelayanan tindakan medik lainnya,

Kompetensi adalah seperanfjkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang
dimitiki sesieorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dan diakui
oleh yang berwenang dalam [nelaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
Sertifikat Kompetensi adalal] sertifikat yang dikeluarkan oleh Ketua Program Studi
peserta PPDS/PPDGS

telah menyelesaikan tahapah pendidikan tertentu dan memiliki kompetensi dalam

masing-masing bidang spedalisasi sebagai tanda bahwa

pemahaman ataupun pelaksgnaan tindakan medik spesialistrk tertentu.

Surat Tanda Registrasi (SYR) adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil
Kedokterarij Indonesia kepadd dokter dan dokter gigi yang tifh diregistrasi.

Surat ljin Praktik (SIP) adglah bukti tertulis yang dib
Kabupaten/Kota kepada dok

ikan Dinas Kesehatan
r/dokter gigi yang telah memenuhi persyaratan untuk
menjalankan praktik kedoktergn.
Mitra kerjafsama adalah insfftusi pendidikan atau pihak ?wasta/insitusi/organisasi
SDM Kesehatan yang

profesi/orgqnisasi masyarakay yang mampu menyediakan

diikat dalarri perjanjian kerjasgma atau kontrak.
Retensi adalah kemauan untiik tetap bertugas dan tinggal/menetap di lokasi tugas

dalam jangka waktu tertentu. ‘
i

PENUGASAN KHUSUS SDM KESHHATAN

Kebijakan Penugasan Khusus SD) Kesehatan

1.1.

1.2.

Penugasan ?khusus SDM Kegehatan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan SDM
Kesehatan ;;tertentu yang bersifat jangka pendek dan nherupakan bagian dari

kebijakan p(iemenuhan kebutuhan SDM Kesehatan jangka
meningkatka‘in pemerataan akpes masyarakat terhadap pele
berkualitas.
Distribusi SDM Kesehatan melalui penugasan khusus dipri

panjang dalam rangka
yanan kesehatan yang

britaskan pada fasilitas

pelayanan késehatan di daeral} terpencil, sangat terpencil, da

grah tertinggal, serta
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daerah beincana/rawan bengana atau rawan konflik, pulau-pulau kecil terluar, daerah
perbatasajn serta daerah yrg kurang diminati, yang mer%galami kekosongan SDM
Kesehatar% tertentu. |
SDM Kes;ehatan yang melaksanakan penugasan khusus di daerah dengan
penetaparﬁ Departemen Kepehatan diberikan biaya perjalanan dan insentf dari
Departemt?n Kesehatan ditafnbah insentif maupun fasilitas lainnya dari Pemerintah
Daerah se}gempat sesuai pergturan/kemampuan daerah masing-masing.

SDM Kesiehatan yang melaksanakan penugasan khusus di daerah dengan
penetapan% oleh Pemerintah Daerah diberikan biaya perjalanan dan insentif maupun
fasilitas Ia@nnya dari Pemenintah Daerah setempat sesuai peraturan/kemampuan
daerah maging-masing.

Pemberian?g insentif diharapfn mampu menarik minat d

n meningkatkan retensi

SDM Kesehatan di fasilitas

daerah terlinggal, serta daerph bencana/rawan bencana aau rawan konflik, pulau-
H H

elayanan kesehatan daerah tgrpencil, sangat terpencil,

pulau kecil %terluar, daerah pefbatasan serta daerah yang kuﬁgang diminati.

2. Perencanaan Pépugasan Khusus]|SDM Kesehatan f

21.

2.2.

2.3.

Perencanaian Kebutuhan
Perencanaén kebutuhan perigasan khusus SDM Kesehatian disusun berdasarkan
hasil dari éleriﬁkasi data dap analisis kebutuhan SDM WKesehatan pada fasilitas

pelayanan ﬁ(esehatan yang digsulkan oleh Dinas Kesehatan
kepada Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SD

ropinsifKabupaten/Kota
(PPSDM) Kesehatan.

Rencana k;ebutuhan yang fliusulkan oleh daerah harug disertai dengan data

ketersediaan fasilitas pelayarfan kesehatan, alat kesehata

i serta fasilitas lain bagi

SDM Kesef%atan yang akan dkugaskan. Perencanaan kebutuhan penugasan khusus

SDM Keset‘éatan di daerah dikpordinasikan oleh Dinas Keseh‘%tan Propinsi.

i
Perencanaan Anggaran

H
anggaran yang dibutuhkan

Kesehatan i mulai dari pergncanaan, pengelolaan,

pengendalian dan pelaporan.

Perencanaan Pendayagunaan

Perencanaah pendayagunaanjmerupakan rencana distribusi

akan didayzggunakan untuk lakukan upaya pelayanan

sehatan di daerah terpencil,

&
4

pemenuhan %ebutuhan SDM

pembinaan,

ntuk menyelenggarakan penugasan khusus SDM

pengawasan,

Perencana%n Anggaran Penygasan Khusus SDM Kesehatan merupakan rencana
'F

SDM Kesehatan yang

kesehatan dalam rangka
:Lngat terpencil, daerah



tertinggal,,
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|

serta daerah bendana/rawan bencana atau rawafn konflik, pulau-pulau kecil

tertuar, da%erah perbatasan sprta daerah yang kurang diminéti.

3. Ketentuan Pelaiksanaan Penugagan Khusus SDM Kesehatan
3.1. Jenis, Kualifikasi dan Jumialf SDM Kesehatan

3.2. Kriteria Lo

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

a. Jenis,
kebutu

kualifikasi dan jushlah SDM Kesehatan yang ditugaskan mengacu pada
han minimal sesyai dengan standar yang telaﬁ; ditetapkan oleh Menteri

Kesehatan.

b. SDM Kesehatan yang dityigaskan diutamakan berasal dari daerah setempat,

Lokasi pe

kasi dan Jenis Faglitas Pelayanan Kesehatan

nugasan diutamagan pada fasilitas pelayanar{i kesehatan pemerintah,

dengan kritieria sebagai berikhit:

a. Puskesmas/Puskesmas embantu (Pustu): lokasi san at terpencil, pulau-pulau

kecil teriuar, perbatasanjterpencil/sangat terpencil, rawan bencana dan konflik

sosial serta daerah yang Jurang diminati;

b. RumahiSakit Kelas C di Habupaten terpencil/sangat teréencil dan atau tertinggal,

yang tegah memiliki fasil§as pelayanan kesehatan, al? kesehatan, perbekalan

kesehaian, sediaan farmagi serta fasilitas lain sesuai kebiutuhan tetapi mengalami

kekosoé\gan tenaga medig spesialis tertentu;

¢. Rumah Sakit yang menjadi rujukan untuk penanganan b%ncana;

d. Rumah Sakit Bergerak.
Kriteria dan Persyaratan SDM Kesehatan
Kriteria dan persyaratan S

Kesehatan yang akan ditggaskan sesuai dengan

kualifikasi yang dibutuhkan. t

Sumber Pembiayaan

Segala bia

ya sebagai pelaksgnaan penugasan khusus SD | Kesehatan dibebankan

pada Anggaran Belanja Depgrtemen Kesehatan dan Anggdran Belanja Pemerintah

Daerah Propinsi/Kabupaten/Kbta serta sumber lainnya yang tidak mengikat sesuai
dengan ketentuan peraturan gerundang-undangan.
Koordinasi Pelaksanaan

Pengelolaarny program penugfsan khusus SDM Kesehatain dikoordinasikan oleh
Badan PPSDM Kesehatan.
Masa Penugasan

diperpanjangj sesuai ketentuanfyang berlaku.

Masa penuéasan khusus ba1 SDM Kesehatan minimal 3 i(tiga) bulan dan dapat
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lit. PENGELOLAAlfJ PROGRAM PEIbUGASAN KHUSUS SDM KE#EHATAN

1.

Tim Pelaksana

Tim Pelaksana|di Tingkat Pusat Hitetapkan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri
Kesehatan. Tim pelaksana di Tihgkat Propinsi/Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Kepala
Dinas Kesehatan Propinsi/Kabupaten/Kota atas nama Gubernur/Bupati/WWalikota.

Susunan organisasi Tim Pelaksarg terdiri dari: Pengarah, Ketuai Sekretaris, Anggota dan
Sekretariat. i

Tim Pelaksana i;nempunyai tugas jmelakukan persiapan, penga:tgaran dan pelaksanaan
penugasan khu%us di lapangan, y3dng secara rinci diatur dalam
pelaksana penu#@asan khusus SDM Kesehatan.

putusan penunjukan tim

Dalam rangka n{iembantu kelancafan tugasnya, Ketua Tim Pelaksana dapat membentuk

Sub Tim Pelaks%na. 1

Mekanisme Peléksanaan \

a. Perjanéian kerjasama antgra Departemen Kesehatan dan institusi pendidikan

i.

21. Pelaksanaén penugasan khupus SDM Kesehatan dilakukan;nelalui:
dan atéu organisasi prof

Isi perja’njian kerjasama mencakup:
1) Maksud dan Tujuan
2) Ruang Lingkup :
a) Jenis SDM Kesehdjan
b) F%’roses Rekrutmenfdan Seleksi SDM Kesehatan,
c) F}?enempatan SDM Kesehatan;
d) F;’endayagunaan SIPM Kesehatan;,
e) Penyelesaian Masq Tugas SDM Kesehatan.
3) Tugas Dan Tanggung Jawab
4) Pembiayaan
5) TataiCara Pembayara
6) Pembinaan, Pengawaspn dan Pengendalian
7} Jangka Waktu
8) Bantuan Hukum
9) Penutup
Perjanjian kerjasama berlatu untuk sekurang-kurangnya J (satu) tahun anggaran

atau sesuai kesepakatan pgra pihak yang mengadakan p
v

rjanjian.
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enug?san secara lafggsung oleh Departemen Kiesehatan kepada SDM
esehiatan yang ditunjulf, utamanya untuk penanggulejngan masalah kesehatan

di daeiirah yang mengafami bencana dan konflik so;’qial, dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang,f berlaku.

i

¢. Mekanjsme lain dapat :erupa kontrak antara Depac‘tiemen Kesehatan dengan

swasta/institusi/organisa

8

i kemasyarakatan yang mamlzau sebagai penyedia jasa
DM Kesehatan melaly proses pengadaan jasa, siesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Isi kontrak mencakup:

1) Maksud dan Tujuan

laksanaan Kontrak

2) Ruang Lingkup Pekerjaan:

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

2.2, Proses rekrutmen dan seleksi

a.

Proses Rekrutmer] dan Seleksi SDM Kesehatan:;
Penempatan SDMKesehatan,;

M Kesehatan;

Tugas SDM Kesehatan;

Pembinaan, Pengqwasan, Pengendalian dan Peléporan.

a
b

¢. Pendayagunaan
d. Penyelesaian Ma
e

Ringian Kegiatan dan
Jumlah, Jenis dan Kuglifikasi SDM Kesehatan Serta [.okasi Penugasannya
Output dan Target Kinprja Yang Menjadi Tolok Ukur
Jadwal Pelaksanaan
Hak dan Kewajiban
Pembiayaan dan Tata{Cara Pembayaran

Masa Berlaku Kontrak gMaksimal Selama 1 Tahun Anggaran)
Sanksi
Penutup

DM Kesehatan

Rekruimen dan seleksil SDM Kesehatan melalui pegjanjian kerjasama atau
kontrak dilakukan oleh nftra kerjasama dengan memperhatikan:

1) Kzriteria, persyaratap dan kelengkapan dokumen.

2) Jg dwal pelaksanaah rekrutmen dan seleksi SDM Kesehatan

3) Informasi rencana Ipkasi penugasan.

4) sak dan kewajiban PDinas Kesehatan Propinsi/Kabypaten/Kota.

b. Rekrutmen dan seleksi SDM Kesehatan melalui penugasan secara langsung oleh

Departer'pen Kesehatan

dapat dilimpahkan kepada Dinas Kesehatan

Propinsif!(abupaten/Kota déngan memperhatikan:
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1) : Kriteria, persyarafan dan kelengkapan dokumen,

2) Jadwal pelaksandan rekrutmen dan seleksi SDM Kesehatan.

3) jlnformasi rencang lokasi penugasan.

4) i§Pengajuan usulgn untuk penetapan SDM Kesehatan yang akan
%ditugaskan oleh Ojnas Kesehatan Propinsi/Kabuéaten/Kota kepada Badan
PPSDM Kesehatdn, selambat-lambatnya 2 (dué) minggu sebelum jadwal
jpemberangkatan $DM Kesehatan ke lokasi penu.égasan.

2.3. Mekanisme Penempatan

a.

Badah PPSDM Kesehagan berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal dan Unit
Utam%a terkait di lingkuhgan Departemen Kesehatan untuk memproses daftar
nama SDM Kesehatar] yang akan melaksanakan penugasan khusus untuk
selanjutnya ditetapkan qleh Sekretaris Jenderal atas néma Menteri Kesehatan.

SDM Kesehatan yang] sudah ditetapkan dalam Sngat Keputusan Menteri
Kesehatan tentang Pegugasan Khusus wajib melaksanakan tugas di lokasi
penuéasan sesuai dengpn jadwal yang ditentukan,

Dinasé Kesehatan Propigsi/Kabupaten/kota melakukan:xoordinasi dengan mitra

kerjaéama dalam prgses pemberangkatan SDM ! Kesehatan ke lokasi

penugasan. ‘

2.4. Pendayaguhaan

a.

Pemanfaatan SDM Kegehatan menjadi tanggung ja?vab Gubernur bersama
dengan BupatiWalikota. ;
Pemanfaatan SDM Kegsehatan dilengkapi dengani ketersediaan fasilitas
pelayanan kesehatan, ajat kesehatan, perbekalan kesghatan, sediaan farmasi
dan fa%si!itas lainnya seshai dengan standar pelayanan yang ditetapkan. Untuk
dokter spesialis/residen penior juga disertai dengan kaétersediaan tenaga mitra
spesia?is.
Pendafyagunaan SDM Hesehatan di lokasi penugasap dan penilaian kinerja
yang bersangkutan mepjadi tanggung jawab pimpinan unit kerja di bawah
koordinasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
Pendayagunaan SDM Kgsehatan yang melaksanakan éenugasan khusus harus
1bagaimana ditetapkan

memperhatikan kewajibgh dan hak SDM Kesehatan

dalam pedoman ini.

2.5. Masa Penud_asan

a.

SDM Kesehatan yang tilah menyelesaikan tugas sesuai jangka waktu yang
‘ s
ditentukan, diberikan Surdt Selesai Melaksanakan Penugasan Khusus (SMPK)

1

PREPa—
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oleh binas Kesehatan Propinsi/Kabupaten/Kota. Bagi bokter Spesialis/Residen

Seni$r, SMPK dikeluarian oleh Direktur Rumah Sakit fdengan tembusan kepada
Dinasi Kesehatan Propigsi lokasi penugasan dan Bada?n PPSDM Kesehatan.

b. Perp#njangan masa tpigas bagi SDM Kesehatan melalui proses penilaian
kineria dan diusulk oleh Dinas Kesehatan | Propinsi/Kab/Kota atas

rekori\endasi pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan.

Usmain perpanjangan | masa tugas diterima Badan PPSDM Kesehatan

selarr?bat-lambatnya 1] (satu) bulan sebelum masa tugas selesai untuk

ditetabkan oleh Sekretalis Jenderal atas nama Menteri Kesehatan.

3. Kewajiban dan Pak
3.1. Kewajiban;
a. Depart%emen Kesehatan:

1) Mélakukan analisis) dan verifikasi data usulan! dari Dinas Kesehatan
Propinsi/Kabupaten/Kota dan RSUD Kabupaten/Kota untuk penyusunan
reépcana kebutuhary SDM Kesehatan dan pendistribusiannya dengan
m%mperhatikan kefersediaan SDM Kesehatan | yang ada di daerah
sefzempat.

2) Ménetapkan SDM hgsehatan yang melaksanakan: penugasan khusus dan
lokasi penempatannya, khususnya yang biayanya bersumber dari APBN.

3) M@Iaksanakan proseg persiapan kerjasama/kontrak;

4) Membayar biaya yghg menjadi hak SDM Kesehatan dan biaya lainnya
sesuai kesepakatan flalam kerjasama/kontrak.

5) Memantau proses pglaksanaan dan mengevaluast kebijakan pelaksanaan

pehugasan khusus §DM Kesehatan secara berkesinambungan.
6) Menyusun laporan hgsil pemantauan dan evaluasi.

b. Dinas Kesehatan PropinsyKabupaten/Kota:
1)  Menyusun kriteria, jumlah, jenis dan kualifikasi| SDM kesehatan yang
dibutuhkan di wilayatnya.

2) Menetapkan lokasi anugasan bagi SDM kesehatangg.

3) Mengajukan usulan gencana kebutuhan SDM ke%ehatan kepada Badan
PP&DM Kesehatan.

4)  Mengkoordinasikan gelaksanaan rekrutmen dan %Ieksi SDM Kesehatan

yang berasal dari wilgyah kerjanya.
5) Mebyediakan fasilitag pelayanan kesehatan, alat kegehatan, perbekalan



6)

7)
8)

9)

S
Mitra Kerjasama: ‘
H

1)

2)

3)

4)

5)

1)

2)

3)

4)

5)

Fasilitas Pelayanan Kese;atan:
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k?:asehatan. sediaag farmasi dan fasilitas lainny
pZelayanan yang ditdtapkan.

Mengeluarkan Surkt lin Praktik bagi SDM ke
(I%husus Dinas Kes
Menerbitkan SMPK
Niengajukan usula
kiepada Badan PPSPM Kesehatan.
N?emantau proses

hatan kabupaten/Kota).
an melaporkan kepada Badan

kesehatan serta kingrja SDM Kesehatan yang ditug

Melaksanakan proTs rekrutmen dan seleksi S[

saima dengan Dinas|Kesehatan Propinsi/KabupateI/Kota

Ma‘gmberikan materf pembekalan untuk persiap
Keisehatan.
Mengatur proses pemberangkatan dan pemuls

sesuai dengan standar

ehatan yang ditugaskan

PPSDM Kesehatan.

perpanjangan penugasan khusus SDM kesehatan

elaksanaan penugasan khusus di fasilitas pelayanan

askan.

M Kesehatan bersama-

n keberangkatan SDM

ngan SDM Kesehatan

be%rkoordinasi dengah Dinas Kesehatan Propinsi/Kﬁbupaten/Kota.

M%monitor keberaddan dan kinerja SDM Kesehata
pirénpinan fasilitas felayanan kesehatan lokasi
Késehatan Propinsi/Kabupaten/Kota.

h bersama-sama dengan
benugasan serta Dinas

Ményusun lapora perkembangan
Kesehatan beserta

keéepakatan dengarypara pihak yang terkait.

Menyusun uraian tu
SDOM Kesehatan.

pelaksanfn
ncapaian target kinerja secare

SDM
berkala sesuai dengan

penugasan

as dan program kerja yang Harus dilaksanakan oleh

Menetapkan oulputAgrget kinerja yang harus dicapbi oleh SDM Kesehatan

dan mengawasi prosgs pencapaiannya.

Memfasilitasi kebutuhan fasilitas pelayanan kese
pakai yang dibutuhk
Melakukan pembinggn khususnya kepada resi

Melakukan penilaian kinerja terhadap SDM Keseha

selanjutnya melapor
Prcépinsi/Kabupaten/ ta.

SDM Kesehatan untuk pelak

Hatan dan bahan habis
anaan tugasnya.
den senior dalam hal

pel?ksanaan pelayanin medik spesialistik di unit kerjanya.

tan yang ditugaskan dan

n hasil penilaian kinerja kepada Dinas Kesehatan
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2) h?lemperoleh insenfif dari Departemen Kesehatan sesuai ketentuan yang
téelah ditetapkan olgh Menteri Kesehatan.

3) N;Iemperoleh uand makan/orang/bulan dan fasilitas lainnya sesuai
kZemampuan Pemenntah Daerah setempat.

. |
Mekanisme Pembayaran

41, Mekanism;é/tata cara pembalaran pelaksanaan penugasar khusus SDM Kesehatan

H
kepada n’éitra kerjasama maupun kepada SDM Kesehatan yang bersangkutan

dilakukan sesuai ketentuan geraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai

dengan kei;epakatan perjanjign kerjasama/kontrak.

4.2. Jumiah deﬁna yang dibayarkan kepada mitra kerjasamji maupun kepada SDM

Kesehatan% yang bersangkutgn dilakukan sesuai kesepakatan yang tercantum dalam

perjanjian I%erja sama/kontra
i

PENUGASAN K;HUSUS DOKTERJSPESIALIS/RESIDEN SENIO

Untuk penugasén khusus dokteq spesialisiresiden senior, pelaksanaan pedoman ini

dilakukan dengan ketentuan tambanan sebagai berikut;

1.

Merupakan bagian dari kdbijakan percepatan peningk}atan akses dan mutu

pelayanan medik spesialistik.

Urutan priotitas jenis Spesialigasi:

a.

Spesiélisasi Dasar (4 bidang): Bedah, Penyakit Dalam,&Kebidanan dan Penyakit
Kandungan, serta Keselfatan Anak.

Spesialisasi Penunjang{(4 bidang): Anestesi, Radiol%gi, Patologi Klinik dan
Rehabilitasi Medik. ' ;

Spesia;lisasi lainnya ses;ai kebutuhan daerah berdasjrkan pertimbangan Tim

husus Dokter Spesialis/Resi
i

Pelaks%ana Penugasan en Senior Departemen

Kesehiatan.

Kriteria Lokziasi Penugasan:

a.

Kabupiaten/Kota yang Jtelah menandatangani Noté Kesepahaman atau
Memorandum of Undergtanding (MoU) dengan Departemen Kesehatan dan
Fakultas Kedokteran/Kedokteran Gigi.
RSUD | Kabupaten/Kota yang mengalami kekosongan dokter spesialis tertentu
dan memiliki alat kesepatan, perbekalan kesehatan| sediaan farmasi dan
fasilitas lainnya sesuaijdengan standar pelayanan idan kompetensi yang
dibutuhkan bidang spesidisasi terkait.
Khusug Residen Senior Hasca Jenjang | PPDS/PPDGS }lokasi penugasan pada




10.

ENTERI KESEHATAN
EPUBLIK INDONESIA

RSL!D Kabupaten/Kotd yang telah ditetapkan atau dajam proses menjadi rumah

sakié jejaring pendidik
Rencana Zkebutuhan Dokter] Spesialis/Residen Senior (jumlah dan jenis) diusulkan
oleh RSL@D Kabupaten/Kofa kepada Badan PPSDM sehatan dan dilengkapi
dengan iihformasi fasilitasf pelayanan kesehatan, perbekalan kesehatan, alat
kesehatar{i, sediaan farmasi] tenaga mitra spesialis, fasilitas dan insentif penunjang
lainnya ye{ng dapat disediakhn oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal Kelompok Kerja
(Pokja) Percepatan Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Medik Spesialistik
Daerah (Propinsi/Kabupatep/Kota) telah dibentuk, proses pengusulan kebutuhan
dikoordin%sikan oleh Pokja ifi.

!

Usulan daftar nama Dokte] Spesialis/Residen Senior yang mengikuti penugasan
khusus digampaikan oleh Dgkan Fakultas Kedokteran kepada Kepala Badan PPSDM
Kesehatan untuk ditetapkan pleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Kesehatan.
Residen BSenior yang ak ditugaskan diberikan Sertifikat Kompetensi yang
dikeluarkan Ketua Program $tudi Fakultas Kedokteran terkdit.
Dokter spesialis yang dituggskan harus mempunyai Surat Tanda Registrasi (STR)
yang dikeluarkan oleh KonsiljKedokteran Indonesia.
Surat ljin Praktek (SIP) bag§i Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis dan Residen
Senior yang melaksanakary penugasan khusus, dikeluatkan oleh Kepala Dinas

Kesehatan Kabupaten/Kota fkasi penugasan dan berlaku untuk tempat serta wakiu
tertentu.
Masa penugasan Residen Senior Pasca Jenjang | PPDS/I%’PDGS selama 6 (enam)
bulan sesuai dengan ketentupn program pendidikan. v

Pelaksanaan konsultasi, sugervisi medis dan pembinaan hagi para Residen Senior
yang bertugas menjadi tarjggung jawab RSUD tempat tugas bersama dengan

Fakultas Kedokteran/Kedokteran Gigi Pengampu. epartemen Kesehatan

Pembinaan, pengawasan dap pengendalian dilakukan terhgdap keseluruhan proses
penyelenggaraan penugasaf khusus SDM Kesehatan. Badan PPSDM Kesehatan
bertanggungjawab untuk melakukan koordinasi secara tgrpadu bersama dengan
Dinas Kesehatan Propinsi/Kgbupaten/Kota, fasilitas pelayartan kesehatan serta mitra
kerjasama.
Pembinaan, pengawasan ldan pengendalian dilakukT melalui mekanisme

pelaksanaan supervisi, monitbring dan evaluasi sebagai berikut:
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a.  Supervisi dan monitorirlg secara berkala
b.  Evalyasi pelaksanaan frogram pada akhir tahun anggaran
Dalam peléksanaan supervifi, monitoring dan evaluasi digunakan instrumen sesuai
dengan képerluan.
3. Pelaporan ihasil monitoring dgn evaluasi sebagai berikut:
a. Penugasan khusus sedara langsung oleh Departemen Kesehatan, Mekanisme
pe!a;ioran dilakukan seara berjenjang:
1) Pimpinan fasilths pelayanan kesehatan . mengirimkan laporan
pelaksanaan tuggs SDM Kesehatan kepada Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota.
2) Kepala Dinas Ke§ehatan Kabupaten/Kota menéirimkan laporan kepada
Kepala Dinas Kes¢hatan Propinsi.
3) Kepala Dinas Kepehatan Propinsi melaporkan kepada Kepala Badan
PPSDM Kesehata$.

4) i’elaporan hasil mpnitoring dan evaluasi dilaksar?akan tiap 1 (satu) tahun

sekali, pada akhir hun anggaran. ,
b. Penugasan khusus flengan perjanjian kerjasarfa/kontrak. Mekanisme

pelaporan dilaksanaka® sesuai dengan ketentuan ;dalam perjanjian Kerja

sama/kontrak.
4.  Sanksi _‘
a. Sanksii dapat dikenakar apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang
tercantum dalam perjanfian kerjasama/kontrak sebagég pelaksanaan pedoman
ini. : |
b.  sanksi akan diatur lebih tnci dalam perjanjian kerjasara/kontrak.

VI. PENUTUP

Pedoman Pelaksanaan Penugasan Khugus SDM Kesehatan dalam ra@gka peningkatan akses
dan mutu pelayanan kesehatan di fagflitas pelayanan kesehatan d erah terpencil, sangat
terpencil, tertinggal, perbatasan, pdylau-pulau kecil terluar, tldak diminati, rawan
bencana/mengalami bzencana dan konfik sosial diterbitkan oleh Menteri Kesehatan agar

dijadikan acuan bagi semua pihak yang tdrkait.

$A MENTERI KESEHATAN,

il

dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr.PH



